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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nanda Ardini Binti Masril, tempat dan tanggal lahir Medan, 22
September 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan
Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,
tempat kediaman di Parek Laweh (di Dekat Lapangan
Bola), Rt 002 Rw 005, Parak Laweh Pulau Aia Nan Xx,
Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang,Sumatera
Barat sebagai Penggugat;

melawan

Apriandi Bin Paijo. W, tempat dan tanggal lahir Tembung, 14 April 1994,
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di
Jalan Pasar V Dusun Xiii Durian V (dekat Toko
Bangunan), Rt 001 Rw 002, Tembung, Percut Sei Tuan,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 September 2024
telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor
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1305/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 12 September 2024, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang
telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Januari 2017 di hadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei
Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor : 0067/067/1/2017 tertanggal 09 Januari 2017,

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal
di rumah orang tua Tergugat di Jalan Pasar V Dusun XllI Durian V, RT 001
RW 002, Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli
Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sampai akhirnya berpisabh;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

bergaul layaknya hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak

yang saat ini berada dala pengasuhan Penggugat yang bernama:

3.1 Al Khalifi Ahtahya bin Apriandi, lahir di Tembung tanggal 30 Oktober
2017, pendidikan saat ini kelas 1 SD;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak awal 2021, rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan

Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:

4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi
kebutuhan nafkah sehari-hari rumah tangga Penggugat;

4.2. Tergugat pengguna Narkoba;

4.3. Tergugat lebih asik dengan dirinya sendiri;

4.4, Tergugat sering menjual dan menggadaikan barang untuk
keperluan Tergugat;

4.5. Tergugat memiliki sifat tempramental;
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5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya
sejak tanggal 15 bulan September tahun 2021 hingga sekarang selama
lebih kurang 3 (tiga) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal karena waktu itu antara Tergugat dengan Penggugat terjadi
pertengkaran karena Tergugat selalu menjual dan menggadaikan barang-
barang yang ada di rumah kediaman bersama setelah itu Penggugat
merasa kesal dan marah karna melihat Penggugat diam, Tergugat
menggantarkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat, beberapa bulan
di rumah orang tua Penggugat, Tergugat datang ingin membujuk
Penggugat agar rujuk kembali setelah itu karna Penggugat tidak mau rujuk,
Tergugat mengancam Penggugat dengan mengancam akan membawa
anak kandung Tergugat dengan Penggugat kabur jika Penggugat tidak mau
rujuk. Kemudian karna ancaman Tergugat tadi, kakak kandung Penggugat
membawa Penggugat pergi dari rumah orang tua Penggugat, setelah
sampai di rumah kakak Penggugat. Tergugat sempat menelphon
Penggugat dengan mengatakan sudah mentalak tiga Penggugat. Yang
mana setelah pisah rumah tersebut Penggugat sekarang bertempat tinggal
di Parek Laweh, RT 002 RW 005, Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan
XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di Jalan Pasar V Dusun XllI
Durian V, RT 001 RW 002, Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei

Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan Tergugat
tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih

kurang 3 (tiga) tahun sampai sekarang;

7. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat
berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa
dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada
harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi
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melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah

berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;

8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama
dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan
rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon
agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan
pemeliharaan Penggugat;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Al Khalifi
Ahtahya bin Apriandi, masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan,
biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang
ditaksir perbulan sejumlah Rp.1.000.000- (satu juta rupiah) oleh karena itu
Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk
anak tersebut perbulan sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak
tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10
(sepuluh) persen setiap tahunnya

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai

dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera
menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna
memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi sebagai berikut :

Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Apriandi bin Paijo.
W) terhadap Penggugat (Nanda Ardini binti Masril);
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3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh atas anak
yang bernama Al Khalifi Ahtahya bin Apriandi, dengan tetap
memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4, Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah pemeliharaan
(hadhanah) anak sebagaimana tersebut sejumlah 1.000.000,-; (satu juta
rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak
amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan
kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya
diluar biaya pendidikan dan kesehatan

5. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan

karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak

dapat didengarkan;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0067/067/1/2017 tertanggal 09 Januari
2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei
Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang telah diberi

meterai dan cocok dengan aslinya, bukti (P).

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 Nuraini binti Masril, tempat dan tanggal lahir Medan, 17 Januari
1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga,
tempat kediaman di Parek Laweh (di dekat lapangan bola), RT 002 RW
005, Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX, Kecamatan Lubuk
Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang
menikah pada tanggal 06 Januari 2017 yang lalu;

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah orang tua Tergugat di Jalan Pasar V Dusun Xl Durian V,
RT 001 RW 002, Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei
Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sampai
berpisah;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai
suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat berjalan dengan baik, namun sejak awal 2021 rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah;

- bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ti
dak berjalan baik adalah karena Tergugat tidak bertanggung
jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah lahir dalam rumah

tangga Penggugat, Tergugat sering menjual dan menggadaikan
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barang untuk keperluan Tergugat, Tergugat mengkonsumsi narkob
a, Tergugat memiliki sifat tempramental, Penggugat dan Tergugat
sudah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun;

- bahwa semua keterangan tersebut saksi ketahui, karena
melihat dan mendengar sendiri dan juga informasi dari
Penggugat;

Saksi 2, Dian Maya Sari binti Masril, tempat dan tanggal lahir Medan, 21
Desember 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta,
tempat kediaman di Parek Laweh (di dekat lapangan bola), RT 002 RW
005, Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX, Kecamatan Lubuk
Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang
menikah pada tanggal 06 Januari 2017 yang lalu;

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah orang tua Tergugat di Jalan Pasar V Dusun Xl Durian V,
RT 001 RW 002, Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei
Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sampai
berpisah;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai
suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat berjalan dengan baik, namun sejak awal 2021 rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah;

- bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ti
dak berjalan baik adalah karena Tergugat tidak bertanggung
jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah lahir dalam rumah
tangga Penggugat, Tergugat sering menjual dan menggadaikan
barang untuk keperluan Tergugat, Tergugat mengkonsumsi narkob
a, Tergugat memiliki sifat tempramental, Penggugat dan Tergugat
sudah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
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- bahwa semua keterangan tersebut saksi ketahui, karena
melihat dan mendengar sendiri dan juga informasi dari
Penggugat;
Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan

tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan
Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf (a)
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan lain tentang syarat-syarat formil
berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak pernah datang
menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang
menghadap sebagai wakil/ kuasanya, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu
disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat yang
telah dipanggil tersebut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan

tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan
Surat Edaran MARI Nomor 9 Tahun 1964, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa
hadir Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan,
oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil

gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 s.d. angka 10
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P. dan 2 orang
saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P. yaitu foto kopi Kutipan Akta
Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok
dengan aslinya, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut
menjelaskan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga
majelis berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, maka alat bukti

tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil
gugatan Penggugat angka 1 s.d. 10 adalah fakta yang dilihat, didengar dan
dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat,
oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil
pembuktian, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga
keterangan saksi-saksi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima

sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan
309 R.Bg.;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2 terbukti

fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri
yang menikah pada tanggal 06 Januari 2017;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah
orang tua Tergugat di Jalan Pasar V Dusun Xl Durian V, RT 001 RW
002, Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli
Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sampai berpisah;
3. bahwa Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami istri
dan telah dikaruniai 1 orang anak;
4. bahwa sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat tidak berjalan baik, karena Tergugat tidak bertanggung jawab
dalam memenuhi kebutuhan nafkah Ilahir dalam rumah tangga
Penggugat, Tergugat sering menjual dan menggadaikan barang untuk
keperluan Tergugat, Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat memiliki
sifat tempramental, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang |
ebih 3 (tiga) tahun;
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
seperti tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk
melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat, dan akan
mengakhirinya dengan perceraian menurut peraturan hukum yang
berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat
dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat memiliki Legal
Standing untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

2. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

3. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
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4. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama
lebih kurang 3 (tiga) tahun dan pihak keluarga sudah berusaha untuk
merukun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali, namun
tidak berhasil;

5. bahwa sengketa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah
berakibat pecahnya rumah tangga mereka (Marriage Break Down),
sehingga kerukunan rumah tangga mereka sudah tidak mungkin
dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam yang terkandung dalam:

1. Qaidah Ushul Figh, yang berbunyi:

dad bk e a9

Artinya : Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil
kemashlahatan;

2. Kitab Figh Ghayatul Maram Lis Syaihil Majdi:

ol ale §lb Lz azgill as, pac il 3l
]

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya,
maka Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan thalak suami
terhadap isterinya dengan thalak satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum lIslam, serta Yurisprodensi MARI Nomor 379 K/AG/1995
tanggal 16 Maret 1997;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan di

atas, Majelis Hakim dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa dan apa
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penyebab, kerukunan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah
tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang
telah diatur dalam al-Qur’an surat Al-Rum ayat 21, sejalan dengan makna yang
terkandung dalam pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Jo pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai
dengan Tergugat telah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum,
maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan yakni dengan menjatuhkan
thalak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perceraian Penggugat dan Tergugat dengan
Thalak Bain Shughra, maka Penggugat tidak boleh dirujuk oleh Tergugat
(bekas suaminya) meskipun dalam masa iddah, sebagaimana maksud Pasal

119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam Peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Thalak satu Bain Shughra Tergugat (Nanda Ardini binti
Masril) terhadap Penggugat (Apriandi bin Paijo. W);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);
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Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Padang pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 07 Rabi’'ul Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. Asli Nasut
ion, M.E.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. Asman Syarif, M.HI dan Drs. H. Ma
warlis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh
Masrinedi, S.H, MA sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Drs. Asman Syarif, M.HI Drs. Asli Nasution, M.E.Sy
Hakim Anggota,

Drs. H. Mawarlis, M.H

Panitera Pengganti,

Masrinedi, S.H, MA

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 75.000,00
- Panggilan 'Rp 60..000,00
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- PNBP ‘Rp 20.000,00
- Redaksi ‘Rp 10.000,00

- Meterai :Rp 10.000.00

Jumlah : Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);
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